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ABSTRAK 

 Penelitian  ini  berjudul  “Implementasi  Akad  Murabahah  Bil  Wakalah  

Pada Produk Pembiayaan BPRS Metro Madani KC Kalirejo”. Akad murabahah 

bil wakalah adalah akad  yang  paling  dominan  digunakan  untuk  produk  

pembiayaan  di BPRS Metro Madani KC Kalirejo. Alasannya  karena  penerepan  

akad  tersebut  lebih  memudahkan  pihak BPRS Metro Madani dan nasabah 

dalam melakukan operasional jual beli barang. 

 Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Data  yang  

diperoleh berasal  dari  data  primer ,  yaitu  data  yang  berasal  dari  penelitian  

lapangan  secara langsung,  antara  lain  yaitu  hasil  wawancara  dengan  

karyawan  BPRS Metro Madani KC Kalirejo.  Selain  itu  penulis  juga  

menggunakan  data  sekunder,  yaitu  data  yang dijadikan  penunjang  data  

primer.  Data  sekunder  diperoleh  dari  buku-buku  referensi dan  jurnal  karya  

orang  lain.  Selanjutnya,  peneliti  melakukan  pengumpulan  data dengan   

metode   observasi,   wawancara,   dan   dokumentasi.   Adapun   tujuan   dari 

penelitian  ini  yaitu pertama,  untuk  mengetahui  implementasi  akad  murabahah  

di BPRS Metro Madani, kedua, untuk  mengetahui  sistematika  pembiayaan  

murabahah  bil wakalah di BPRS Metro Madani. 

Hasil penelitian yakni secara teori akad murabahah bil wakalah yang 

dilakukan oleh PT.BPRS Metro Madani KC Kalirejo melakukan pembiayaan 

usaha dapat dikatakan syari‟ah apabila melakukan akad wakalah terlebih dahulu 

baru melakukan akad murabahah setelah barang yang dimaksud sudah menjadi 

milik bank. 

 Kata Kunci: akad murabahah, akad wakalah, murabahah bil wakalah, 

BPRS Metro Maadani 
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MOTTO 

 

. . .                    . . .  

Artinya : . . . Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaanyang ada pada diri mereka sendiri. . . . (QS. 

Ar-Rad : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah   

Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyaraka dari berbagai 

macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Bank dapat 

memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. 

Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank,  spanjang 

peminjaman dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada 

dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana 

secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana 

(surplus unit), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat 

yang membutuhkan dana (devisit unit) untuk memenuhi kebutuhannya.
1
 

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang 

dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit/pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2
 Dalam UU Nomor 21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah Pasal 1 menyebutkan  bahwa perbankan syariah 

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha 

syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya.
3
 

                                                             
1
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.30. 

2
 Ibid, hlm. 30. 

3
Khaerul Umam, Manajemen perbankan Syariah, (Bandung: Pusaka setia, 2013), hlm 16 
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Bank Islam atau bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya 

sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada 

masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya  berdasarkan 

kepada hukum islam atau prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al-

Qur‟an dan Al-Hadis.
4
 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum 

syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat 

syariah (BPRS).
5
 

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat 

dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (financing), 

produk penghimpunan dana (funding), dan produk jasa (service).
6
Dalam 

pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan terkait dengan pemberian pembiayaan, oleh karena itu 

layak tidaknya pembiayaan yang di berikan akan sangat mempengaruhi 

stabilitas keuangan bank.
7
Pembiayaan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 

1998. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

                                                             
4
Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesi, (Jakarta:  Sinar 

Grafika,2012),hlm 35. 
5
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 33. 

6
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT 

RajagrafindoPersada, 2014), hlm 97. 
7
Binti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,(Yogyakarta: Kalimedia, 

2015), hlm. 79-80. 
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mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil.
8
 

Adapun produk-produk BPRS Metro Madaniyaitu pembiayaan dengan 

prinsip bagi hasil (Musyarakahdan Mudharabah), pembiayaan dengan prinsip 

jual beli atau piutang (Murabahah, Salam dan Istishna‟), pembiayaan dengan 

prinsip sewa (Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik), serta pinjaman Qard.
9
 

Pada BPRS Metro Madani Kalirejo produk yang sering digunakan 

adalah produk Jual beli Murabahah dan disertai dengan akad wakalah dan 

diistilahkan dengan Implementasi Murabahah Bil Wakalah, Arti 

implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu 

pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan 

atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). 

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu 

harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahan
10

, sedangkan wakalah dalam fiqh Islam adalah penyerahan dan 

memasrahkan pada definisi wakalah yaitu mewakilkan dan menyerahkan 

kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerhan 

sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut.
11

 Jadi implementasi 

murabahah bil wakalah adalah Penerapan akad murabahah yang kemudian 

                                                             
8
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 106.  

9
Irham Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 

26-27. 
10

Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta:Gema 

Insani, 2001), hlm. 101.   
11

Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer,( STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 

2014), hlm. 175 
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diikuti dengan akad wakalah untuk melengkapinya agar sesuai dengan prinsip 

syari‟ah.
12

  

Terkait dengan pembiayaan murabahah atas pembelian barang yang 

saya amati selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

BPRS Metro Madani KC Kalirejo yaitu bahwasannya prosedur dalam 

pemberian pembiayaan murabahah tersebut belum sesuai dengan ketentuan 

yang termaktub dalam Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI menyatakan 

bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Sedangkan dalam 

realisasinya, BPRS Metro Madani KC Kalirejo memberikan pembiayaan atas 

pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan wakalah. Salah satu 

contohnya yaitu pada pembiayaan atas pembelian kendaraan. BPRS Metro 

Madani hanya sebatas memberikan dana pinjaman kepada nasabah sesuai 

dengan nominal yang diajukan. Kemudian anggota mencari sendiri kendaraan 

sesuai spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya BPRS Metro Madani KC 

Kalirejo menyertakan surat wakalah didalam pembiayaan murabahah tersebut 

sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian kendaraan oleh nasabah. Jadi, 

dalam hal ini nasabah melakukan transaksi jual beli langsung dengan suplier 

tanpa perantara pihak Bank. BPRS Metro Madani KC Kalirejo hanya sekedar 

memberikan dana pinjaman saja. Seharusnya dalam hal ini akad murabahah 

terjadi setelah akad wakalah atau ketika barang sudah dimiliki oleh koperasi 

kemudian baru terjadi akad murabahah. 

                                                             
12

 Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer,( STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 

2014), hlm. 111 
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Didalam menjalankan pembiayaan murabahah bil wakalah ini ternyata 

saling menguntungkan antara kedua belah pihak karena dinilai lebih simpel 

dan lebih mudah, nasabah juga lebih nyaman untuk mencari barang yang 

diinginkan sesuai tujuan di awal. Didalam BPRS Metro Madani terdapat 

pembiayaan murabahah bil wakalah hal ini diterapkan karena Bank tidak 

memungkinkan untuk mengawal proses pembelian barang oleh nasabah. Jadi 

BPRS Metro Madani menerapkan sistem jual beli yang diwakilkan, BPRS 

Metro Madani KC Kalirejo juga berupaya untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat Kalirejo karena SDM masyarakat Kalirejo kurang memadai. Hal 

inilah yang mendasari penulis untuk menulis Tugas Akhir dengan judul 

“Implementasi Pembiayaan Murabahah bil Wakalah (studi BPRS Metro 

Madani KC Kalirejo)” 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS 

Metro Madani Kantor Cabang  Kalirejo?  

2. Bagaimana sistematika pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS 

Metro Madani Kantor Cabang  Kalirejo? 

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang dipaparkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi murabahah bil 

wakalah pada BPRS Metro Madani KC Kalirejo.  
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Selain mempunyai tujuan penelitian, penelitian ini juga mempunyai 

manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pembaca, terutama dalam hal implementasi murabahah bil wakalah 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian lebih 

lanjut, umumnya pada bank syariah dan khususnya Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya, agar menjadi lembaga keuangan 

yang senantiasa berkembang dalam menjalankan kegiatan-kegiatan 

perbankan. 

D. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan  

Sebagai upaya penyelesaian Tugas Akhir, penelitian yang 

dilakukan menggunakan metode  kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati, serta tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia 

dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam 

bahasanya dan dalam peristilahannya.
13

 

Penelitian kualtatif bertujuan untuk memahami fenomena yang 

dialami oleh objek yang diteliti dengan cara mendeskripsikan dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus secara ilmiah, dan 

memanfaatkan metode ilmiah untuk memperoleh data-data yang 

                                                             
13

Uharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif ,kualitatifdantindakan, (Bandung:PT.Refika 

Aditama, 2012),hlm. 181. 
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dibutuhkan. Dimana penelitian ini menggunakan sistem pengumpulan 

data yang berupa narasi dan dokumen, penelitian ini lebih menonjolkan 

analisa mengenai proses pemberian pembiayaan murabahah di BPRS 

Metro Madani KC Kalirejo. Kemudian jenis penelitian yang digunakan 

oleh penulis adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mengamati secara langsung kemudian menggali lebih dalam serta 

menganalisis data yang berkenaan dengan pembiayaan murabahah bil 

wakalah 

2. Sumber Data  

Sumber data adalah subjek yang memberi data/informasi penelitian 

yang dibutuhkan.Sumber data bisa berupa manusia, benda, keadaan, 

dokumen, atau institusi.
14

 Data yang digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi:  

 

 

a. Data Primer  

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian atau objek 

penelitian.
15

 Data dalam penelitian ini secara langsung diperoleh dari 

sumber data asli. Data primer didapat dari Biografi di BPRS Metro 

Madani serta hasil wawancara langsung dengan karyawan selaku 

                                                             
14

Suraya Murcitaningrum, Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, 

(Yogyakarta: Prudent Media, 2013), hlm. 19. 
15

Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi , Ekonomi dan 

kebijakan publik serta ilmu-ilmu Sosial lainnya,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) 

edisi kedua, hal 132. 
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marketing dan legalisasi. Selanjutnya, informasi yang sudah didapat 

akan dikelola lebih lanjut.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 

atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.
16

 Merupakan  data 

primer yang diolah lebih lanjut, disajikan oleh pihak pengumpul data 

primer atau pihak lain. Pada umumnya, data sekunder dijadikan 

penunjang data primer.Data ini diperoleh dari buku-buku referensi dan 

jurnal karya orang lain yang isinya dapat membantu melengkapi data 

yang berkaitan dengan objek penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data.
17

 Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan 

metode:  

a. Observasi  

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai 

ciri spesifik bila dibandingkan dengan tekhnik lain.
18

 Observasi atau 

pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan 

secara terlibat (partisipatif ) atau non partisipatif. Maksudnya 

pengamataan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan 

                                                             
16

Ibid. 
17

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 224. 
18

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta,2012), hal 203. 
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peniliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, 

tanpamengakibatkan perubahan pada jkegiatan atau aktifitas yang 

bersangkutan.
19

 

b. Wawancara  

Wawancara atau interview adalah proses tanya jawab secara 

lisan antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka untuk 

menggali informasi-informasi penting yang dibutuhkan. Wawancara 

digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data apabila peniliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ 

kecil.
20

 

Macam-macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan 

tidak terstruktur.
21

Dalam hal ini, jenis wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah, wawancara tidak berstruktur. Wawancara 

tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Dalam menggali informasi peneliti mewawancarai karyawan 

BPRS Metro Madani KC Kalirejo secara bebas sehingga dapat 

informasi disertai pertanyaan yang diluar pendugaan. 

                                                             
19

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: PT Gelora 

Aksara Pratama, 2009), hal.101 
20

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Cv Alfabeta, 2010), hlm. 147. 
21

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 

73. 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah menganalisis dokumen-dokumen yang 

sudah didapat. Penulis menganalisa data-data yang tercantum dalam 

dokumen untuk mengupas lebih dalam permasalahan yang akan 

diteliti. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran 

dari sudut pandang melalui media tertulis dan dokumen yang 

diperoleh. 

 

 

4. Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang sudah diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara, 

dan dokumentasi dengan cara mengklasifikasikan data ke dalam kategori. 

Setelah itu penulis membuat kesimpulan agar permasalahan yang dibahas 

mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
22

 

 Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu 

analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian/fakta, keadaan, 

fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung 

dan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. 

Dalam hal ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 

menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi 

                                                             
22

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 335. 
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tentang implementasi murabahah bil wakalah di BPRS Metro Madani KC 

Kalirejo. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dapat diartikan sebagai susunan atau urutan 

dalam penulisan karya ilmiah supaya mudah untuk dipahami oleh 

pembacanya. Pembahasan Tugas Akhir ini, dibagi ke dalam empat bab dan 

pada setiap bab terdapat sub-sub bab. Adapun sistematika pembahasan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 

latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan. 

2. Bab II Landasan Teori 

Penulis menguraikan dan menjelaskan dalam bab ini tentang teori-

teori mengenai implementasi akad murabahah bil wakalah pada produk 

pembiayaan BPRS Metro Madani KC Kalirejo, serta tinjauan umum 

mengenai implementasi pembiayaan murabahah beserta landasan 

hukumnya yang tercantum dalam Al Qur‟an dan Hadits. 

3. Bab III Pembahasan 

Bab ini berisi tentang pembahasan, yaitu mulai dari gambaran 

umum BPRS Metro Madani KC Kalirejo yang terdiri dari sejarah BPRS 

Metro Madani, visi misi BPRS Metro Madani, Struktur organisasi BPRS 
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Metro Madani KC Kalirejo, produk-produk BPRS Metro Madani, dan 

hasil penelitian Implementasi Murabahah bil wakalah pada PT. BPRS 

Metro Madani KC Kalirejo 

4. Bab IV Penutup 

 Pada bab penutup mencakup kesimpulan dari  keseluruhan 

pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam 

penulisan Tugas Akhir ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Murabahah 

1. Pengertian Murabahah 

Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta dengan 

harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakaukan suka sama suka 

dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tertentu.
23

 

Menurut (sabiq, 2008) jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti 

(iwad) yang dapat di benarkan (sesuai syariah). Pertukaran dapat dilakukan 

antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa dikenal 

dengan sebutan barter dan uang dengan uang missal pertukaran mata uang 

rupiah dengan mata uang asing.
24

 

Salah satu ilmu pendekatan fiqih yang paling populer digunakan oleh 

perbankan syariah adalah pendekatan jual beli murabahah dan dianggap 

sangat bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang tetapi 

belum mempunyai uang yang di perlukan.
25

 

Secara bahasa Murabahah di ambil dari kata rabaha-Yurabihu –

Murabahatan yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. 

Sedangkan kata rabh itu sendiri suatu kelebihan yang diperoleh dari 

                                                             
23

Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer,( STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 

2014), hlm. 20. 
24

Sri Nurhayati, wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2 revisi, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2012), hlm. 168 
25

 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2016), hlm. 53. 
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produksi atau modal (profit). Murabahah berasal dari kata mashdar yang 

berarti keuntungan, laba, atau faedah.
26

 

Secara istilah dalam fikih islam murabahah berarti suatu bentuk jual 

beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi 

harga barang dan biaya-biaya lain yang di keluarkan untuk memperoleh 

barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
27

 

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang 

dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama 

madzhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung langsung terkait 

dengan transaksi jual-beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait 

dengan transaksi tersebut namun memberikan nilai tambah pada barang itu. 

Ulama madzhab Syafi‟i membolehkan membebankan biaya-biaya 

yang secara umum timbul dalam suatau transaksi jual beli kecuali biaya 

tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam 

keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang 

tidak boleh dimasukkan dalam komponen biaya. 

Ulama madzhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya 

yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka 

tidak membolehkan biaya-biaya yang semestinya dikerjakan oleh penjual. 

Ulama Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun 

tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu 

                                                             
26

Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer,( STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 

2014), hlm. 55 
27

 Ascarya,Akad dan Produk Syariah,(Jakarta:PT Raja Grafindo), hlm 81-82. 
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harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang 

dijual. 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa keempat madzhab 

membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada 

pihak ketiga. Keempat madzhab sepakat tidak membolehkan pembebanan 

biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya 

dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal 

yang berguna. Keempat madzhab juga membolehkan pembebanan biaya 

tidak langsung yang dibayarkan pihak ketiga dan pekerjaan itu harus 

dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh penjual, 

mdzhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga 

madzhab lainnya membolehkannya. Madzhab yang empat sepakat tidak 

membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila smenambah nilai 

barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.
28

 

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah 

adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada 

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 

Dalam diktum pertama angka empat fatwa tentang murabahah di atas juga 

ditegaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah “atas 

nama bank sendiri”, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
29

 

Sedangkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 10/16/PBI/2008 mendefinisikan 

                                                             
28

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Kuangan,( Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2010), hlm. 144 

29
Wangsawidjadja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2012), hlm. 202. 
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pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang 

murabahah.  

Muarabahah adalah transaksi penjualan barang dengan dengan 

menyatakan harga peroleh dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli, dengan pembayaran akad pembayaran atas akad 

murabahah dapat dilakukan secara tangguh atau tunai.
30

 Ibnu Qudamah 

mengemukakakn bahwa Murabahah merupakan menjual dengan harga asli 

di tambahkan dengan  margin keuntungan yang telah disepakati. 

 Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 6 

mendefinisikan murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang 

dilakukan shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi 

jual beli melalui dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan 

harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi 

shahib almal dan pengembalinya dilakukan secara tunai atau ansur.
31

 

  

                                                             
30

Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan lembaga Keuangan Syariah, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm 144. 
31

Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer,( STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 

2014), hlm. 57. 
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2. Landasan hukum 

Secara umum para pakar ekonomi perbankan syariah berpendapat 

bahwa memperoleh jual beli murabahah sebagai transaksi pembiayaan 

dalam perbankan, dalam hal ini mereka berpedoman pada Al-Qur‟an, Hadis, 

dan Hukum di Indonesia 

a. Al-Quran 

Surat Al-Baqarah ayat 275 

ََلَّزٌِيَ ٱ ا َٱٌ أۡكُلُْى  ْٰ ب  بٌَ قُْمََُلشِّ و  َك  َإلََِّ ٌَ قُْهُْى  بَّطَََُُلَّزِيٱلَ  يَُٱٌ ت خ  ط ٰ ٍۡ َلشَّ

َ سِّ َٱهِي  ََلۡو  ب َإًَِّو  ا  ْٓ َق بلُ نُۡ َِّ  ً َبأِ لكِ  عَُٱر ٰ ٍۡ ََلۡب  َٱهِثۡلُ
ا   ْٰ ب  ََلشِّ لَّ أ ح  َُٱّ  عَ ٲللَِّ ٍۡ َلۡب 

َ م  شَّ ح  َٱّ 
ا   ْٰ ب  ٍََُلشِّ بءٓ  َج  ي َََِۥف و  بِّ َسَّ ي َهِّ عِظ ةٞ ْۡ ََُىًَٰتِ  َٲف ََۦه  ََۥف لَ  ل ف  َس  ب ه 

أ هۡشٍَُُ َََۥّٓ  ِهَٱإلِ ى ََللَّ بُ َأ صۡح ٰ ئكِ 
ٓ ل ٰ  ّ ُ َف أ بد  َع  يۡ ه  ََلٌَّبسِهَٱّ  لذُِّى  َخ ٰ َفٍِِ ب ُنُۡ

٥٧٢ََ

 Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
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(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, 

merSeka kekal di dalamnya.
32

 

Surat An-Nisa ayat 29  

  َ َ ََ  َ  َ  َ   َََ

َ ََ َ َََ َ ََََ َ

 َ  ََ 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”(QS An Nisa‟: 29).
33

 

b. Hadits  

Hadist  riwayat Abu Bakar: 

 “ ketika nabi saw, hendak hijrah, abu bakar Ra. Membeli dua ekor 

unta Nabi Saw. Kemudian berkata padanya: „biar aku membayar harga 

salah satunya.‟ Abu bakr menjawab: „ambilah unta itu tanpa harus 

mengganti harganya‟, Nabi Saw. Kemudian menjawab: „jika tanpa 

membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya.” 

Hadits riwayat Ibnu Mas‟ud: 

                                                             
32

Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer,( STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 

2014), hlm. 58 
33

Ascarya,Akad dan Produk Syariah,(Jakarta:PT Raja Grafindo), hlm 54. 
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 “diriwayatkan bahwa Ibnu Mas‟ud Ra. Membolehkan menjual 

barang dengan mengambil keuntungan satu atau dua dirham.
34

 

Hadits riwayat Ahmad bin Hanbal 

 “pendapatan yang paling afdal adalah hasil karya tangan seseorang 

dan jual beli yang mabrur.”
35

 

Hadist riwayat Ibnu Majjaah: 

 “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara 

tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.
36

 

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga 

belinya kepada pembelidan pembeli membayarnya dengan harga yang 

lebih sebagai laba. 

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam 

fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut: 

1) Ketentuan umum murabahah 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

riba. 

b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam 

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya 

                                                             
34Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer,( STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 

2014), hlm. 59 
35 Ascarya,Akad dan Produk Syariah,(Jakarta:PT Raja Grafindo), hlm 54. 
36

Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta:Gema 

Insani, 2001), hlm. 102 
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d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba 

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam 

kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang 

kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati . 

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah membeli barang dari 

pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip menjadi milik bank. 

2) Ketentuan murabahah kepada nasabah 

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian 

suatubarang atau asset kepada bank. 

b. Jika bank menerima permohonan bbbbbtersebut, ia harus membeli 

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 

c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut, ia harus membeli 

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 
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d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan. 

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 

riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 

f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung 

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 

nasabah. 

g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari 

uang muka, maka: 

1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, 

tinggal membayar sisa harga. 

2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 

pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, 

nasabah wajib melunasi kekurangannya. 

h. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan , agar nasabah serius 

dengan pesanannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk 

menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 

i. Hutang dalam murabahah secara prinsip penyelesaiannya tidak ada 

kaitannya dengan transaksi lain tang dilakukan nasabah dengan 

pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali 

barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap 
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berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika 

nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, 

ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika 

penjualan barang terseut menyebabkan kerugian, nasabah harus 

tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak 

boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian 

itu diperhitungkan.
37

 

3. Rukun dan Syarat akad murabahah 

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi 

ada beberapa, yaitu:
38

 

a. Pelaku akad, yaitu ba‟i (penjual) adalah pihak yang memiliki 

baranguntuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang 

memerlukan dan akad membeli barang; 

b. Objek  akad yaitu mabi‟(barang dagangan) dan tsaman harga; dan 

c. Sighah yaitu Ijab dan Qobul 

Sementara syarat jual beli murabahah adalah: Pertama, syarat yang 

terkait dengan sigat atau akad. Akad harus jelas, baik ijab maupun kabul. 

Kedua, syarat syarat sah jual beli murabahah yaitu: 

a. akad jual beli yang pertama harus sah. 

b. pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi obyek jual 

beli. 

                                                             
37

Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan lembaga Keuangan Syariah, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm 145. 
38 Ascarya,Akad dan Produk Syariah,(Jakarta:PT Raja Grafindo), hlm 82. 
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c. barang yang menjadi obyek jual beli murabahah merupakan komoditas 

mitsli atau ada pada dananya serta dapat diukur, ditakar, ditimbang atau 

jelas ukuran, kadar dan jenisnya. 

d. jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan barang 

sejenis. 

e. keuntungan laba harus diketahui masing-masing pihak yang bertransaksi, 

baik penjual maupun pembeli, apabila keuntungan tidak diketahui oleh 

pembeli, maka tidak dapat dikatakn sebagai jual beli.
39

 

B. Konsep Wakalah 

1. Pengertian Wakalah 

Wakalah menurut bahasa 'al-hifz artinya penyerahan, 

pendelegasian, atau pemberian mandat.Secara istilah wakalah berarti 

mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu 

kepada orang lain, serta penyerahan sejumlah dana untuk mlaksanakan 

kewenangan tersebut.
40

 

Menurut Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan 

yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya 

dalam bertindak (ber-tasharruf). Menurut Sabiq wakalah adalah 

pelimpahan kekuasaan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES) pasal 20 ayat 19 

mendefinisikan wakalah sebagai “Pemberian kuasa kepada pihak lain 
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Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer,( STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 

2014), hlm. 60-61. 
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untuk mengerjakan sesuatu. Kuasa dalam konteks ini kuasa untuk 

menjalankan kewajiban dan juga kuasa untuk menerima hak.
41

 

Wakalah (deputy ship), atau biasa disebut perwakilan adalah 

pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil)kepada pihak lain (wakil) 

dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima 

kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.
42

 

Pemberian kuasa (wakalah) secara umum dapat didefinisikan 

sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau 

menyerahkan suatu wewenag (kekuasaan) kepada seseorang yang lain 

untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut 

menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi 

kuasa.
43

 

2. Landasan Hukum  

 a. Al-Qur‟an  

Surat Al-Kahfi ayat 19 

Sebagaimana Firman Allah SWT QS. Al-Kahfi ayat 19 

menyebutkan tentang perihal wakalah 

 

َ    َ    َ  َََ  َ ََ  َََ

  َ  ََ ََََ  َََ  َ   َ  َ

                                                             
41

Ibid, hlm. 176. 
42 Ascarya,Akad dan Produk Syariah,(Jakarta:PT Raja Grafindo), hlm 104. 
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 َ ََ َ َ َ  َ َ َ  َ

 َ  ََ  َ َ ََ 

 “  Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya 

pada mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara mereka, „sudah 

berapa lamakah kamu berada disini?‟ Mereka menjawab, „kita sudah 

berada (disini) satu atau setengah hari‟. Berkata (yang lain lagi), 

„Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). 

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota 

dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah 

makanan yang baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu 

untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-

kali menceritakan halmu kepada seorangpun.
44

 

 

Surat Yusuf ayat 55 

لًٌِۡق بلَ  آئيََِِجۡع  ز  ل ىَٰخ  لٍِنََٞلۡۡ سۡضِهَٱع  فٍِظٌَع  َح  ٢٢ََإًًِِّ

 

“jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) sesungguhnya orang 

yang pandai menjaga lagi pengalamannya.
45

 

b.Hadits 

Adapun landasan hukum wakalah yang berasal dari: 

                                                             
44

Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta:Gema 

Insani, 2001), hlm. 120. 
45
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Hadits Rasulullah dalam kitab Al-Muwathatha 

“Bahwasannya Rasulullah saw. Mewakilkan kepada Abu Rafi‟ dan 

seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti –

Harits.” 
46

 

Hadist riwayat  Abu burdah 

 Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al „Alaa „ telah 

menceritakan kepada kami Abu  Usamah dari Buraid bin „Abdullah dari 

Abu Burdah dari Abu Musa dan nabi shallohu „alaihi wassalam 

bersabda: “Seorang bendahara yang amanah, yang dia melaksanakan 

tugasnya (dengan baik) “- Dan adakalanya Beliau bersabda-: “Yaitu 

yang dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan 

sempurna dan jujur serta memiliki jiwa lapang dada, yang dia 

mengeluarkannya (shadaqah) kepada orang yang berhak sebagaimana 

diperintahkan adalah termasuk salah satu dari Al Mutashaddiqin”.
47

 

 

c.Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam 

fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:
48

 

1). Pernyataan ijab qabul harus di nyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak 

(akad). 
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Ibid, hlm.122. 
47Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer,( STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 

2014), hlm.178. 
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Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan lembaga Keuangan Syariah, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm 306. 
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2). Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh 

dibatalkan secara sepihak. 

3.Rukun dan Syarat akad murabahah 

a. Rukun Wakalah 

 Menurut kalangan Hanafiyah, rukun wakalah adalah ijab dan 

qabul. Ijab berarti ucapan “aku wakilkan kepadamu  untuk melakukan hal 

ini. “ sementara qabul berarti ucapan dari orang yang menerima atau 

wakil, seperti ucapan “ku terima”.  

 Menurut  ulama selain Hanafiyah, rukun wakalah ada empat, orang 

yang mewakilkan (muwakkil), orang yang menerima pewakilan (wakil), 

obyek atau pekerjaan yang diwakilkan. (muwakkal bih), dan sigah (ijab 

dan qabul).
49

  

 Rukun dari akad wakalah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 

beberapa hal, yaitu:
50

 

1). Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang 

memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) 

adalah pihak yang diberi kuasa; 

2). Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan); dan 

3) Sighah, yaitu Ijab dan Qabul 

b. Syarat Wakalah 

1). Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan) 

                                                             
49Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer,( STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 

2014), hlm.179 
50 Ascarya,Akad dan Produk Syariah,(Jakarta:PT Raja Grafindo), hlm 104 
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a. pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang 

diwakilkan. 

b. orang mukallaf atau anak mumyiz dalam batas-batas tertentu, 

yaitu dalam hal-Hal yang bermanfaat baginya, seperti 

mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan 

sebaagainya. 

2). Syarat-syarat wakil (yang mewakil) 

a. Cakap hukum 

b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya 

c. Wakil adalah orang yang diberi amanat 

3). Hal-hal yang diwakilkan 

a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakil 

b. tidak bertentangan dengan syariah Islam 

c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.
51

 

C. Konsep Murabahah Bil Wakalah 

1.  Pengertian Murabahah Bil Wakalah 

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. 

Pembiayaan dengan akad murabahah dapat di kombinasikan dengan akad 

wakalah, dimana nasabah akan membeli barang lewat LKS atau Bank 

Syariah yang tidak mempunyai barang yang mau dibeli nasabah. LKS atau 
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Bank Syariah membeli barang yang dikehendaki oleh nasabah dengan cara 

pembelinya diwakilkan oleh nasabah sendiri.
52

 

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad murabahah bil 

wakalah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh 

nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian 

setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad 

murabahah dapat dilakukan. 

Akad murabahah bil waakalah adalah jual beli dimana lembaga 

keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah 

kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian 

nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah 

barang tersebut di miliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut 

jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta 

jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga 

keuangan syariah dan nasabah. 

2. Rukun dan Syarat Murabahah Bil Wakalah 

a. Rukun Murabahah Bil Wakalah 

Dalam rukun murabahah bil wakalah sama dengan akad 

murabahah, namun perbedaan dalam akad murabahah bil wakalah 

terdapat wakil dalam pembelian barang. 

1). Penjual (ba‟i) 

2). Pembeli (musytary) 
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3). Barang yang dibeli 

4). Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara 

jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua 

belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan 

keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran. 

5). Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa 

kepada pihak lain. 

6). Taukil atau objek akad 

7). Shigat atau ijab dan Qabul 

b. Syarat Murabahah Bil Wakalah 

1). Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis 

2). Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah 

3). Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah 

ditetapkan 

4). Kontrak harus bebas dari riba 

5). Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian 

6). Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara 

utang
53
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7). Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada 

nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil 

wakalah 

8). Tidak bertentangan dengan syariat islam 
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3. Skema Akad Murabahah Bil Wakalah 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan dari skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah bil wakalah 

kepada  Bank dengan membawa persyaratan.  

Negosiasi  & 

Persyaratan 

Wakalah 

Akad 

Murabahah 

Bayar angsuran 

 

 

Bank 

Syariah 

 

 

 

Nasabah 

Menyediakan 

Jaminan 



33 
 

 
 

b. Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah.  

c. Nasabah membeli barang dari suplier atas nama Bank. 

d. Setelah akad wakalah selesai selanjutnya jual beli secara kredit.  

e.Nasabah membayar angsuran kepada pihak Bank. 

4. Jaminan 

Dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perlu di adanya 

jaminan. Jaminan diperlukan karena unsur kehati-hatian dalam Lembaga 

Keuangan Syariah dalam memberikan pembiayaan. Dalam Fatwa No: 

04/DSN-MUI/IV/2000:
54

 

a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. 

b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 

dipegang 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Profil PT. BPRS Metro Madani  

1. Sejarah BPRS Metro Madani 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro 

Madani) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah 

Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU nomor 7 tahun 

1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 

1998 dan terakhir UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. 

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasional tanggal 20 

September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris 

Hermazulia, SH di Bandar Lampung no. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang di 

syahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) nomor C-

16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank 

Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005. 

Saat ini PT.BPRS Metro Madani ini memiliki 4 (empat) kantor 

cabang, 1 (satu) kantor kas dan 2 (dua) kantor layanan kas. Cabang pertama 

di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008, cabang kedua di 

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01 November 2009, 

Cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang 

Bawang Barat  sejak 23 juli 2012, Cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten 

Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013 dan Kantor kas Metro 15a Kampus 
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Kota Metro sejak 01 Oktober 2011, serta layanan Kas Metro di RSU 

Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012 

2. Visi dan misi PT BPRS Metro Madani 

a. Visi Terwujudnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang 

berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan ummat. 

b. Misi  

1). Menjalankan usaha Perbankan Syariah sesuai syariah Islam, yang 

sehat dan terpercaya.  

2). Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, share 

holder dan karyawan.
55
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3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani KC Kalirejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA CABANG 

Dodi Prasetio 

 

TELLER 

Mustofa 

MARKETING 

Eko Andika 

Wahyu Bahrul Ansori 

Moh Azib Safroni 

CS. SUPP. OPRASIONAL 

Dian Permasih 

LEGAL ADMIN 

Eka Apriyani 

SECURITY 

Ryanca 
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Keterangan: 

a. Kepala Cabang 

Sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaanya kegiatan 

oprasional khususnya yang berkaitan dengan administrasian dan  

pengelolaan kegiatan oprasional yang meliputi kegiatan layanan nasabah 

atau Customer Service, Teller/Kasir, Accounting/Pelaporan, Administrasi 

tabungan dan Deposito, serta Support Pembiayaan.
56

 

Tugas – tugas pokok : 

1)  Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan mengenai pengelolaan 

pencatatan transaksi keuangan nasabah secara tertib, teratur, 

sistematis dan benar yang dilakukan unit – unit  kerja yang berada 

dibawah supervisinya. 

2). Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan atas pelaksanaan 

pembayaran dan penyetoran uang nasabah. 

3). Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan dalam rangka penyediaan 

dan pengelolaan uang kas untuk kepentingan oprasional sesuai 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

4). Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan dalam rangka 

penyelesaian permohonan nasabah dalam hubungan penjualan 

produk dan jasa. 

5).  Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah – nasabah baru. 
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6).  Melakukan koordinasi dan memberikan arahan dalam pelaksanaan 

layanan kepada nasabah agar hubungan yang telah berjalin 

berkesinambungan dan saling menguntungkan. 

7). Melaksanakan agenda administrasi oprasi di bidang tabungan tagihan 

serta jasa – jasa lainnya. 

8). Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan dalam rangka 

penyelesaian administrasi dan suport pembiayaan. 

9).  Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan 

timbulnya kesalahan dan pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta 

membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila 

dianggap perlu. 

10). Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yan 

terjadi di bawah lingkungan kewenangannya. 

11). Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar jabatan yang belum di jabarkan dalam tugas – tugas 

pokok di atas. 

12). Menghimpun data keuangan dan non keuangan dari seluruh unit 

kegiatan untuk di olah menjadi sistem pusat dan informasi. 

13). Membuat laporan manajemen/direksi dan pihak lain atas 

pelaksanaan tugas, pertumbuhan dan perkembangan transaksi 

tabungan. 
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14). Melakukan pendaftaran user profil dan user facility untuk setiap 

pengguna sistem komputer perusahaan, serta fungsi – fungsi security 

lainnya pada sistem komputer.  

15). Mengamankan dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan 

keselamatan aset bank yang menjadi tanggung jawab dan mengambil 

langkah kearah perbaikan terhadap fisik dan non fisik aset bank. 

Wewenang : 

1). Memberikan saran, usul, pendapat atau opini kepada manajemen 

melalui direktur bidang oprasional untuk kepentingan perbaikan, 

penyempurnaan dan pengembangan yang berkaitan tugas – tugas dan 

ruang lingkup lingkup pekerjaannya. 

2). Melakukan penelitian hasil kerja (performance appraisal) terhadap 

staff yang berada supervisinya. 

Tanggung Jawab : 

- Dalam melaksanakan tugasnya, kepada cabang bertanggung jawab 

langsung kepada direktur bidang oprasional. 

b. Teller 

Fungsi : 

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan setoran dan pembayaran 

tunai dan pemindah bukuan nasabah dan bertanggung jaawab atas  

penyimpanan kas dan pengadministrasian.
57

 

Tugas pokok : 
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1). Melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah sesuai dengan 

wewenang yang diberikan 

2). Menyediakan uang kas untuk kepentingan oprasional sesuai dengan 

yang telah di tetapkan 

3).  Membuat laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas serta 

posisi/keadaan uang kas terakhir 

4).  Menyelenggarakan kegiatan kantor kas dan penyimpanan uang kas 

5).  Bertanggung jawab terhadap keamanan kas teller  yang menjadi 

tanggung jawabnya 

Wewenang : 

1).  Memberikan saran, usul, pendapat atau opini kepada manajemen 

untuk kepentingan perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan 

kegiatas kas dan teller cabang 

2). Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti pendukungnya 

yang kuat dan tidak memenuhi syarat serta keabsahan transaksi 

3). Mengetahui kode brankas tidak  memegang kuncinya ataupun 

sebaliknya 

4). Mengajukan usulan pengeluaran biaya biaya untuk kepntingan 

perusahaan sesuai dengan batasan batasan yang diberikan dalam 

AD/ART perusahaan, dan ketentuan pengeluaran biaya yang telah 

digariskan manajemen yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan 

peningkatan kualitas kas dan teller 

Tanggung Jawab : 
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Teller bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang 

c.   Funding/Lending Officer/Marketing 

Fungsi : 

Pelaksanaan kegiatan marketing penghimpunan dana dana 

masyarakat dan pembiayaan sejak proses pencairan nasabah potensial, 

sampai dengan pembinaan hubungan dengan nasabah, serta pelunasan 

pembiayaan.
58

 

Tugas pokok : 

1). Memastikan target funding dan pembiayaan tercapai sesuai dengan 

rencana yaitu : 

2). Menyusun terget bersama dengan kepala cabang, melakukan 

funding sesuai dengan rencana yang disepakati dan melakukan 

evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan  

3). Pencairan nasabah potensial, solitasi nasabah, proses permohonan, 

analisis pembiayaan, survey lokasi, membuat proposal 

pembiayaan dan mengajukan kepada komite pembiayaan, 

mengikuti proses komite, sampai dengan kegiatan pembianaan 

dan pengawasan. 

4).   Membuka hubungan dengan baik/lembaga luar dalam rangka 

funding yaitu : penghimpunan informasi dan mendata peluang 

untuk mengakses dana dari lembaga yang bekerjasama, 

mengakses pihak yang berpotensi membantu penggalangan dana 
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masyarakat, menjaga amanah yag diberikan dan nama baik 

perusahaan dalam melakukan tugas 

5).   Tersosialisasinya produk funfing perusahaan di masyarakat 

dengan cara promosi dan sosialisasi 

6).  Melakukan penetapan dan perencanaan target pasar sesuai 

denganarahan atasannya 

7).   Mengajukan usulan program dan strategi oprasionalnya yang 

berhubungan dengan kegiatan pembiyaan 

8).   Mengusulkan anggaran tahunan  

Wewenang : 

1). Memberikan saran, usul, pendapat atau opini kepada manajemen 

berkaitan dengan kegiatan penghimpuanan dana masyarakat dan 

pemberian pembiayaan dan fasilitas lainnya 

2).   Mengajukan usulan pengeluaran biaya biaya untuk kepntingan 

perusahaan sesuai dengan batasan batasan yang diberikan dalam 

AD/ART perusahaan, dan ketentuan pengeluaran biaya yang telah 

digariskan manajemen. 

Tanggung Jawab : 

Dalam tugasnya marketing bertanggung jawab langsung kepada kepala 

cabang. 

d. Customer Service 

Fungsi : 
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1).   Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah dalam kepentingan 

pembukaan account tabungan , deposito dan berkaitan dengan 

informasi produk yang dimiliki perusahaan 

2).  Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi tabungan dan 

deosito baik keamanan, kelancaran. Kepuasan, maupun kualitas 

layanan
59

 

Tugas pokok : 

1.)  Memberikan penjelasan  bagi nasabah yang sedang mengadakan 

hunungan dengan perusahaan mengenai jenis, persyaratan dan 

segala sesuatu tentang produk dan jasa yang disediakan 

perusahaan. 

2.) Menerima keluhan nasabah dan membantu memberi solusi yang 

dihadapi nasabah 

3.) Melakukan pencatatan, pengadministrasian, pendokumentasian, 

setiap kegiatan layanan nasabah meliputi database nasabah, 

pendaftaran account tabungan/deposito nasabah 

4.) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan kondisi 

tabungan 

5.) Menindaklanjuti dan melaporkan komplain dari nasabah kepada 

pihak manajemen 

6.) Melakukan evaluasi dan optomalisati kegiatan layanan nasabah 
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7.) Berkoordinasi dengan unit unit kerja terkait didalam kegiatan 

oprasionalnya 

8.) Berkoordinasi dengan teller menyelesaikan kegiatan oprasional 

nasabah yang berhubungan dengan transaksi tabungan/deposito 

dan jasa lainnya 

9.) Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian, pengarsipan dan 

penyesuaian dokumen seluru penerimaan setoran dan pembayaran 

semua jenis tabungan dan deposito nasabah 

10.) Melakukan proses pendebetan dan pengkreditan terhadap 

rekening tabungan dan deposito nasabah atas kewajiban biaya 

bagi hasil dan keuntungan lain yang diterima perusahaan 

11.) Melakukan proses konfirmasi kepada nasabah terhadap 

permohonan penarikan tabungan maupun deposito 

12.) Membuat laporan data finansial tentang mutasi, posisi dan kondisi 

tabungan 

13.) mengusulkan penyusunan anggaran tahunan dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya 

 

e. Legal admin pembiayaan 

Fungsi : 

Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses 

pembiayaan khusus dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan 

keabsahan surat surat jaminan nasabah dan nilai serta kondisi fisik 
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jaminan administrasi, pengarsipan dan pelaporan kondisi pembiayaan 

yang diberikan.
60

 

Tugas pokok : 

1). Memberikan layanan dan konsultasi bimbingan hukum dan 

menyambung serta melayani permintaan dari kepala organisasi 

lainnya tentang kebijaksanaan, praktek,  dan masalah hukum yang 

terkait dengan masalah pembiayaan. 

2). Menetapkan dan memelihara standar hukum/ dokumentasi/ 

persyaratan prosedur untuk semua jenis pembiayaan/ fasilitas 

yang diberikan perusahaan 

3).  Menetapkan sistem dokumentasi hukum yang tepat untuk setiap 

jenis pinjaman dan menetapkan persyaratan standar tentang isi 

dokumentasi tersebut 

4).  Mengusulkan kebijkan hukum dibidang dokumentasi, prosedur, 

wewenang prakara hukum, pembiayaan bermasalah 

5). Memeriksa ulang dokumentasi hukum secara teratur dan 

mengadakan perbaikan yang di pandang perlu berdasarkan hasil 

pemeriksaan 

6).  Mengkaji tindakan penyimpanan terhadap syarat dokumentasi 

7).   Memantau dan menghimpun semua data hukum tentang arah 

dibidang pembiayaan 

8).   Melakukan penelitian terhadap dokumen hukum pembiayaan 
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9).  Mengadakan hubungan kerjasama dengan notaris dengan fokus: 

a). Menyimpan data notaris yang mutakhir dari kantor/ikatan 

notaris Indonesia 

b). Menilai pendaftaran lembaga/jasa profesional notaris untuk 

menjadi rekan perusahaan dan mengusulkan kepada 

manajemen 

c). Memberitahukan kepada unit oraganisasi mengenai nama 

nama notaris yang telah di setujui sebagai mitra 

10).  Memberikan layanan konsultasi dan bimbiangan serta layanan 

pengecekan karakter dan  hubungan serta kondisi bisnis calon 

nasabah dengan usaha dan pembiayaan yang akan diberikan pada 

unit organisasi lainnya. 

4. Produk – Produk BPRS Metro Madani 

1. Produk Penghimpunan Dana 

a. Tabungan Syariah Metro Madani 

Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi perorangaan 

maupun badan usaha yang dikelola dengan perinsip syariaah administrasi 

bulanan.
61

 

1). Simpanan dengan akad wadiah (titipan) 

 Simpanan dengan akad wadiah merupakan (wadiah dhamanah) 

yang dapat disetor dan ditarik setiap saat kapanpun nasabah 

memerlukan dana. BPRS Metro Madani dapat memperniagakan dana 
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sesuai dengan perinsip syariah. Dan dapat memberikan bonus, namun 

tidak diperjanjikan dimuka.  

2). Simpanan dengan akad mudharabah (bagi hasil) 

 Simpanan ini merupakan simpanan dengan akad mudharabah al 

mutlaqah yang penarikannya sesuai dengan kebutuhan, serta dengan 

bagi hasil kompetentif yang diperhitungkan setiap akhir bulan dan 

langsung di tambahkan pada saldo tabungan sesuai dengan nisbah 

yang disepakati.  

 Jenis tabungan diri simpanan ini adalah tabungan qurban, tabungan 

walimah, tabungan pendidikan.  

b. Tabungan Pendidikan 

merupakan tabungan yang ditunjukkan untuk pelajar dalam 

merencanakan pendidikan di masa yang akan mendatang.  

 Beberapan persyaratan yang harus dipenuhi dalm pembukaan 

rekening tabungan ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1).  Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening 

2).  Fotocopy KTP yang masih berlaku 

3). Bagi badan hukum: KTP pengurus, AD/Akte pendirian, NPWP, 

SIUP, SITU  

4).  Setoran awal minimal Rp. 25.000,- setoran selanjutnya minimal  

Rp. 10.000,- 

5).  Setoran non tunai menggunakan cek / bilyet giro, akan dibukukan 

setelah dana efektif. 
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c. Deposito Investasi mudharabah  

  Adalah investasi berdasarkan prinsip mudharabah al mutlaqah 

dengan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. Dana nasabah akan dikelola 

secara optimal untuk membiayai usaha yang produktif dan berguna bagi 

kepentingan umat. 

 Ada beberapa fasilitas yang akan diberikan BPRS Metro Madani 

kepada nasabah yang melakukan deposito investasi mudharabah, 

diantaranya sebagai berikut: 

1). Bagi hasil sesuai porsi (nisbah) yang disepakati, dan ditransfer secara 

otomais ke rekening tabungan nasabah  

2). Dapat diperpanjang otomatis (ARO) 

3). Dijadikan agunan pembiayaan  

 Untuk memperoleh fasilitas tersebut, ada beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi nasabah dalam pembukaan rekening deposito tersebut 

diantaranya sebgai berikut: 

1).  Mengisi permohonan pembukaan rekening. 

2).  Fotocopy KTP yang masih berlaku  

3). Bagi badan hukum : KTP pengurus, AD/ Akte Pendirian, 

NPWP,SIUP, SITU. 

4).  Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-  

5). Setoran non unai menggunakan cek/bilyet giro, akan di bukukan 

setelah dana efektif. 
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d. Tabungan Haji Azzamani 

 Tabungan ini akan membantu nasabah untuk merencanakan niat 

melakasankan ibadah haji ke tanah suci, secara terencana sesuai dengan 

kemampuan keuanagan dan jangka waktu yang dikehendaki 

 Dikelola dengan akad mudharabah mutlaqah dengan nisbah bagi 

hasil yang disepakati. Penarikan tabungan hanya diperkenankan jika 

hendak jika hendak melunasi ONH (Ongkos Naik Haji). 

 BPRS Metro Madani bekerja sama dengan Bank Umum Syariah 

yang On Line dengan Siskohat Depag, sehingga memberikan kepastian 

memperoleh porsi keberangkatan haji setelah terpenuhi  saldo sejumlah 

setorannya. 

 Untuk mendapatkannya, dapat diproses melalui BPRS Metro 

Madani baik secara langsung maupun program talangan haji. 

 Ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan dalam pembukaan 

rekening, yaitu: 

1).  Mengisi permohonan pembukaan rekening 

2).  Fotocopy KTP yang masih berlaku 

3).  Setoran awal minimal Rp 100.000,- 

4). Setoran non tunai menggunakan cek/ bilyetgiro akan dibukukan 

setelah efektif. 

2. Produk Pembiayaan 

  Bank pembiayaan rakyat syariah metro madani menyediakan 

layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi maupun konsumtif yang 
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dikelola secara syariah sehingga lebih mententramkan karena terhindar dari 

transaksi ribawi dan berlandaskan pada prinsip keadilan. 

  Produk pembiayaan BPRS Metro Madani atas dasar akad syariah 

antara lain:
62

 

a. Jual beli   :  Murabahah, salam, istihna 

b. Syirkah dengan bagi hasil :  Mudharabah, Musyarkah 

c. Sewa menyewa  : Ijarah, Ijarah MuntahiyaBittamlik 

d. Pinjam meminjam  : Qordh/ Qordhul Hasan 

e. Jasa pelayananan                : Ijarah Multijasa, kerjasama talangan 

haji/ Umrah 

f. Gadai Emas Syariah  : Rahn  

ada beberapa peryaratan dalam permohonan ini, diantaranyasebagai berikut: 

 

 

a. Pembiayaan Umum (Perorangan) 

1). Mengisi aplikasi pembiayaan dengan persetujuan suami/ istri/ orang 

tua 

2). Fotocopy KTP yang masih berlku, suami, istri bagi yang sudah 

menikah 

3). Fotocopy kartu keluarga 

4). Fotocopy surat nikah 

5). Fotocopy rekening listrik, telepon 
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6). Fotocopy PBB 

7). Fotocopy jaminan (STNK, BPKB) 

8). Fotocopy slip gaji terakhir 

9). Surat rekening usaha  

10). Fotocopy tabungan 3 bulan terakhir 

11). Rencana anggaran belanja  

12). Pas foto soami/istri 

13). Denah lokasi 

14). Foto jaminn bersedia di survey 

b. Pembiayaan Lembaga (Badan Usaha) 

1). Mengajukkan permohonan permohonan/ proposal pembiayaan 

2). Fotocopy anggaran dasar dan perubahan terakhir 

3). Fotocopy KTP pengurus yang masih berlaku 

4). Fotocopy surat izin usaha 

5). Fotocopy surat izin tempat usaha 

6). Fotocopy tanda daftar perusahaan 

7). Fotocopy NPWP 

8). Fotocopy rekening koran/ tabungan selama 3 bulan terakhir 

9). Fotocopy surat-surat jaminan  

10). Laporan keuangan 2 tahun dan laporan keuangan periode berjalan 

11). Jumlah dan rencan penggunaan dana 

12). Denah lokai usaha dan jaminan 

13). Foto jaminan dan lokasi usaha 
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3. Jasa layanan 

  Ada beberapa jasa layanan yang diberikan oleh BPRS Metro 

Madani, diantaranya sebagai berikut:
63

 

a. Transfer online antar bank 

  Menyediakan layanan transfer uang antar bank, dalam layanan 

transfer ini  BPRS Metro Madani bekerja sama dengan Bank Syariah 

Mandiri dalam melaksanakan transferan 

b. Payment point PLN jasa telekomunikasi  

  Menyediakan jasa layanan dalam hal pembayaran tagihan bulanan 

telephone, flexi, speedy, yes TV. 

c. Payment point PLN jasa layanan  

  Merupakan penerima pembayaran tagihan listrik. 

 

 

B. Hasil Penelitian Implementasi Murabahah Bil Wakalah pada PT. BPRS 

Metro Madani KC Kalirejo. 

1. Analisis Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah di BPRS Metro 

Madani KC Kalirejo 

Berdasarkan sistematika pembiayaan murabahah bil wakalah di 

BPRS Metro Madani KC Kalirejo, penulis berpendapat bahwasannya 

prosedur pembiayaan murabahah tersebut belum sesuai  dengan ketentuan 

Bank Indonesia (PBI) No. 07/46/PBI/2005 tentang standarisasi akad, BI 
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menegaskan kembali penggunaan wakalah dalam murabahah pada pasal 9 

ayat 1, yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip 

menjadi milik bank.
64

 

Selain itu, BI juga menegaskan bahwa akad wakalah harus dibuat 

terpisah dengan akad murabahah. Selama bank atau koperasi syariah 

menerapkan Fatwa MUI dan PBI diatas, maka konsep pembiayaan 

murabahah akan sesuai dengan pembahasan para ulama fiqh. Ulama fiqh 

merumuskan bahwa dalam transaksi murabahah itu terjadi dua akad, yaitu 

akad daripihak Bank dengan supplier, kemudian akad antara pihak Bank 

dengan nasabah.  

Pada realisasinya, BPRS Metro Madani KC Kalirejo hanya 

memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk membeli barang yang 

diinginkan tanpa memiliki barang tersebut terlebih dahulu. Padahal, dalam 

pembiayaan murabahah itu seharusnya BPRS Metro Madani KC Kalirejo 

yang bertindak sebagai penjual membeli barang yang diinginkan oleh 

nasabah kepada suplier. Setelah BPRS Metro Madani KC Kalirejo 

memiliki barang tersebut, barulah selanjutnya dijual kepada nasabah.
65

 

Adanya akad murabahah bil wakalah ini menjadikan perealisasian 

pembiayaan murabahah tidak lagi murni. Salah satu syarat akad 
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murabahah (jual beli) yaitu bahwasannya barang yang dijual haruslah 

barang yang halal. Dengan adanya pembiayaan murabahah bil wakalah ini, 

ditakutkan naabah akan menggunakan dana pinjaman tersebut untuk 

membeli barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak 

BPRS Metro Madani KC Kalirejo. Apabila nasabah tersebut menggunakan 

dana pinjaman untuk membeli barang yang tidak semestinya (tidak sesuai 

perjanjian), maka nasabah telah mengingkari janji/akad yang sudah 

dilaksanakannya dengan pihak bank.
66

 Seorang pakar muamalah, Umar 

Chapra, mengatakan dengan tegas bahwa murabahah merupakan transaksi 

yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi tersebut 

menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang telah 

dialihkan kepada nasabah 

 Penulis berpendapat bahwasannya untuk perealisasian produk 

pembiayaan murabahah, BPRS Metro Madani KC Kalirejo seharusnya 

perlu bekerjasama dengan supplier, misal dealer, toko bangunan, dan lain 

sebagainya. Alasannya yaitu untuk mempermudah BPRS Metro Madani 

dalam hal pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah. 

2. Sistimatika Akad Murabahah Bil Wakalah pada PT. BPRS Metro 

Madani KC Kalirejo. 

Salah  satu  produk  pembiayaan   BPRS Metro Madani KC Kalirejo 

yang  paling  terealisasi yaitu produk  pembiayaan  murabahah  bil  wakalah. 

Produk  pembiayaan  murabahah  bil wakalah yaitu suatu produk 
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pembiayaan jual beli barang yang menggunakan akad murabahah, dimana 

akad jual beli (murabahah) tersebut juga disertai dengan akad  wakalah. 

Dalam  hal  ini,  BPRS Metro Madani KC Kalirejo mewakilkan  kepada  

nasabah  untuk membeli  sendiri  barang  yang  dibutuhkannya. Mekanisme 

Murabahah Bil Wakalah adalah sebagai berikut: 

a.  Nasabah mengajukan   permohonan   pembiayaan   atas   pembelian  

barang kepada BPRS Metro Madani KC Kalirejo dengan membawa  

berkas-berkas persyaratan pengajuan  seperti: 

1). Fotocopy KTP 

2). Fotocopy KK 

3). Fotocopy surat nikah. 

4). Fotocopy rekening listrik terbaru. 

5). Fotocopy PBB.  

6). Fotocopy slip gaji. 

7).Surat keterangan bekerja. 

8). Surat keterangan usaha 

9). Rencana anggaran belanja  

10). Foto suami/istri 

11). Foto jaminan, dan 

12). bersedia di survey 

b. Pihak bank mengisi form permintaan inforasi debitur 
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c. Pihak AO membawa data peninjauan lapangan yang gunanya untuk 

membuat memo proposal pembiayaan yang nantinya diajukan ke bagian 

admin & legal . 

d. Bagian admin & legal pembiayaan menerima berkas permohonan 

pembiayaan dari AO  dan meregrisrasi di buku registrasi / daftar 

permohonan pembiayaan. 

e. Admin & legal pembiayaan menyerahkan berkas permohonan 

pembiayaan dari AO dan meregristrasi yang diajukan kepada AO yang 

membandinginya 

f.  AO menerima berkas dari admin & legal untuk di proses dan dianalisa 

permohonan dengan membuat memo proposal pembiayaan. 

g. Bagian admin pembiyaan mengatur pertemuan atau rapat komite 

pembiyaan untuk membahas proposal tersebut. 

h. Apabila admin - legal meyetujui berkas yang diberikan oleh AO dan 

selanjutnya diserahkan kepada kepala cabang untuk segera diperiksa 

kembali. Kepala Cabang menggunakan teknik analisis 5C, yaitu: 

1).  Character (watak), untuk mencari informasi terkait dengan karakter 

anggota pemohon pembiayaan, biasanya BPRS Metro Madani 

mendapatkan informasi tersebut dari orang-orang yang berada di 

lingkungan tempat tinggal anggota (tetangga rumah). 

2).  Capacity (kemampuan), analisa kemampuan anggota bisa dilihat dari 

daftar penghasilan (slip gaji) setiap bulan; 
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3).  Capital (modal), analisa ini mengarah pada aset yang dimiliki oleh 

anggota; 

4).  Condition (kondisi), analisa ini mengarah pada kondisi ekonomi dari 

anggota itu sendiri; 

5).  Colleteral (jaminan), analisa yang mengarah pada jaminan yang d 

i. Berkas yang disetujui kepala cabang sudah disetujui, maka selanjutnya 

berkas-berkas tersebut juga akan diajukan ke kantor pusat. Jika kantor 

pusat memberikan persetujuan,maka permohonan pembiayaan tersebut 

akan direalisasikan. 

j. Kemudian BPRS Metro Madani KC Kalirejo akan membuat akad untuk 

perealisasian permohonan pembiayaan tersebut. Akad tersebut berbentuk 

tulisan. BPRS Metro Madani KC Kalirejo juga akan membuat lembar 

kesepakatan terkait jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran. 

k. Setelah akad tersebut jadi, BPRS Metro Madani KC Kalirejo akan 

mengundang nasabah untuk datang dan menjalankan akad wakalah 

terlebih dahulu. Akad wakalah tersebut sebagai pelimpahan kekuasaan 

kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang ia butuhkan. komite 

pembiayaan memutuskan untuk menggunakan notaris, maka baru akan 

dilakukan pengikatan dengan notaris. Yang terlibat dalam pelaksanaan 

akad diantaranya : 

1). Nasabah pemohon pembiayaan 

2). Suami/ Istri/ Keluarga lain pemohon pembiayaan; 
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3). Pemilik jaminan, apabila jaminan yang digunakan bukan milik 

sendiri; 

4). Perwakilan dari BPRS Metro Madani KC Kalirejo (Kepala Cabang/ 

SPV Marketing/ CS) 

l.  BPRS Metro Madani KC kalirejo akan mencairkan dana yang 

besarnya sesuai dengan yang dimohonkan sebelumnya; 

m.   Setelah anggota mendapatkan barang tersebut, selanjutnya nasabah 

datang ke BPRS Metro Madani KC Kalirejo untuk menandatangani 

akad murabahah; 

n. Selanjutnya anggota akan membayar angsuran yang jumlahnya 

sudah diperhitungkan di awal sesuai jangka waktu 

pembiayaan yang telah disepakati bersama 

Tujuan BPRS Metro Madani menggunakan akad wakalah 

dalam pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:
67

 

1).  Memudahkan anggota memilih barang yang akan dibeli sesuai 

kebutuhannya; 

2).  Lebih fleksibel karena barang dapat dibeli oleh nasabah di toko 

mana saja atau yang telah disepakati bersama; 

3). Terbatasnya SDM BPRS Metro Madani KC Kalirejo untuk 

melakukan pembelian barang kebutuhan nasabah, terbantu 

dengan adanya wakalah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang sudah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS Metro Madani KC Kalrejo 

belum sepenuhnya sesuai dengan Bank Indonesia (PBI) No. 07/46/PBI/2005 

tentang standarisasi akad, BI menegaskan kembali penggunaan wakalah 

dalam murabahah pada pasal 9 ayat 1, yaitu dalam hal bank mewakilkan 

kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus 

dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. 

2. Mekanisme Murabahah Bil Wakalah antara lain: nasabah mengajukan   

permohonan   pembiayaan   atas   pembelian  barang kepada BPRS Metro 

Madani KC Kalirejo dengan membawa  berkas-berkas persyaratan, pihak 

bank mengisi form permintaan inforasi debitur, pihak AO membawa data 

peninjauan lapangan yang gunanya untuk membuat memo proposal, bagian 

admin & legal pembiayaan menerima berkas permohonan pembiayaan dari 

AO  dan meregrisrasi di buku registrasi / daftar permohonan pembiayaan, 

apabila admin - legal meyetujui berkas yang diberikan oleh AO dan 

selanjutnya diserahkan kepada kepala cabang untuk segera diperiksa 

kembali, berkas yang disetujui kepala cabang sudah disetujui, maka 

selanjutnya berkas-berkas tersebut juga akan diajukan ke kantor pusat. Jika 

kantor pusat memberikan persetujuan,maka permohonan pembiayaan 
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tersebut akan direalisasikan, kemudian BPRS Metro Madani KC Kalirejo 

akan membuat akad untuk perealisasian permohonan pembiayaan tersebut. 

Akad tersebut berbentuk tulisan. BPRS Metro Madani KC Kalirejo juga 

akan membuat lembar kesepakatan terkait jumlah angsuran dan jangka 

waktu pembayaran. 

B. Saran 

1. BPRS Metro Madani KC Kalirejo diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

produk pembiayaan murabahah bil wakalah dengan lebih memperhatikan 

prosedur pembiayaan murabahah dalam ketentuan yang sudah diatur dalam 

Fatwa DSN MUI; 

2. BPRS Metro Madani KC Kalirejo diharapkan dapat mengembangkan 

produk-produk yang sudah ada, seperti menambah kategori produk 

pembiayaan yang menggunakan akad selain murabahah, seperti akad 

mudharabah, musyarakah, istishna‟, dsb. 

C. Penutup 

Penulis mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

dengan melewati segala prosesnya.Penulis menyadari masih banyak 

kekuranagan dalam Tugas Akhir ini. 
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD) 

IMPLEMENTASI MURABAHAH BIL WAKALAH  

(STUDI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO) 

A. Interview/Wawancara 

1. Eka Apriyani (Admin/Legal) BPRS Metro Madani KC Kalirejo 

a. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan BPRS Metro Madani 

KC Kalirejo 

b. Bagaimana Implementasi Murabahah Bil Wakalah di BPRS Metro 

Madani KC Kalirejo 

c. Bagaimana Sistimatika Murabahah Bil Wakalah di BPRS Metro 

Madani KC Kalirejo 

2. Eko Andika (acounting officer lending) BPRS Metro Madani KC Kalirejo 

a. Bagaimana Implementasi Murabahah Bil Wakalah di BPRS Metro 

Madani KC Kalirejo 

b. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan BPRS Metro Madani KC 

Kalirejo dalam menerapkan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah  

 

B. Dokumentasi 

1. Profil PT. BPRS Metro Madani Kc. Jatimulyo 

2. Formulir pengajuan pembiayaan di PT. BPRS Metro Madani KC Kalirejo 
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